


PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA SEBAGAI EKSEEUTOR
TERHADAP PIDANA TAMBAHAN DI DALAM PASAL 10 KUHP
{ Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Nepen Padang)
i Jenny Melinda, (4 92000010, Fakultas Hukum Unand, Halaman, 2008
ABSTRAK

Pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebapgai eksekutor lerhadap pidana tambahan vaity
berupa pencabutan bak, perampasan barang terlentu dan pengumuman putusan hakim saat ini
banyvak mendapat komentar dan tanggapan dan masyarakat, Akibat adanya berbaga
langeapan tersebut jelas sedikit banyaknya membawa dampak yvang sangat Tuas, bahkan
terkadang menjurus kepada berbapa prasangka mengenat proses pelaksanaan eksekusi pidana
tambahan vanp dilaksanazkan pleh jaksa. Alasan imilab yang perlu ontok diteliti dan
diperhatikan secara seksama, untuk it penulis mencoba meneliti sampat dimana sebenarnya
sasaran suaty keputusan pidana vang telzh dilakukan oleb badan peradilan pidana, dapa
dyalankan sebagaimana mestinyg Oleh karna itu ada beberapa permasalahan vang menarik
untuk dibahas dan dikagr yaitu bentuk pidana tambahan yang dijatubkan oleh hakim dalam
perkara pidana di Pengadilan Nepeni Padang, bagaimana pelaksanaan eksekusi terbadap
pidana tambahan oleh jaksa sebagal eksekutor di Kejaksaan Negeri Padang, dan kendala di
dalam pelaksanaan eksckust pidana tambaban vang dilakukan oleh jaksa . Untuk memperoleh
data penelitian maka dipunakan metode pendekatan secara vuridis sosiologis {emporis), teknik
pengumpulan data adalah perposive sampling dengan stud) dokumen dan wawancara, analisis
data yang digunakan adalah kualitatif Berdasarkan hasi] penelitian yvang  dilakukan
diternukan, bahwa bentuk penjatuhan pidana ambahan oleb hakim i Pengadilan Negen
Padang adalah perampasan bamang terfentu, dan sedangkan pencabutan hak-hak dan
pengumiman putusan hakim belum pemah hakim memjatuhkan pidana tambahan tersebut,
Dlalam proses pelaksanaan eksekus perampasan barang untuk negara maka dilakukan lelang,
dan hasil lelang vanp dilakukan oleh kantor lelang nepara kemudian disetorkan ke kas negara
sebagal basil dinas Kejaksaan, Perampasan barapg untuk dimusnahkan adalah barang untuk
melakukan  kejahatan, proses  pemusnaban tidak  ditentukan tempat  khuses. Kendala
petaksanaan eksekusi adalah dalam penzinan dan persetujuan dan Walikota, mstansi terkait
uniuk menpadakan proses lelang, dan senne terlambatnyva kotipan putusan diberikan oleh
panitera kepada jaksa, yang akhimya berdampak terhalangnva pelaksanaan putusan hakim.
Drari hasil penelitan im disaran yaitu pertama dalam prakiek bentuk pidana tambaban berupa
pencabutan hak-hak dan pengumuman hakim ilu hendaknya dapat diterapkan sesuai dengan
tuntutan Pasal atau Ketentuan Undang-undanpg pidana yang bersangkutan, terutama dalam
tindak pidana jabatan vang dilangear, kedua apar proses pelaksanaan eksekusi perampasan
barang untuk negara yang kemudian dilakukan pelelangan tersebut hendaknya  jaksa
senantiasa berbuat menurut yang dikehendaki hukum dan tanpa penyimpangan prosedur
pefelangan terhadap barang vang dirampas oleh negara dan begity juga dalam pelaksanasn
pemusnzhan barang, proses jangka waktu pelaksanaan dan putusan vang dijatubkan oleh
hakim, dilaksanakan dengan segera dan dalam proses pemusnahan barang teesebut betul-betul
dimusnahkan, dan untuk menpatasi kendala dalam pelaksanaan chksckust, proses biokrasinya
vang berbelit-belit dan awal kutipan pumsan diberikan oleh panitera, kepada jaksa sampas
densan proses perizinan untuk melakukan pelelangan  disederhanakan sehingpea proses
pelaksanaan eksekusi 1ta segera dilaksanakan



BARB 1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidiena peranan Kejaksasn sanpat sentral  karena
K ejaksaan merupakan lembaga vang menentekan apakah seseorang harus diperiksa oleh
penpadilan stan tidak. Jaksa vang berperan apakah tersanpks akan dijatuhn bukuman atae
tidak melalul kualitas surat dakwaan dan tuntutan vang dibuat. Sedemikian penting
posisi jaksa bag proses penegakan hukum schinppa lembags it harus dos oleh orang-
orang profesional dan memiliki mtegrias tngal. Adapun keberadaan lembaga Kejaksaan
di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahon 2004 tentang Kejaksaan.
Undang-undang in1 menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, selain berperan dalam peradilan
pidana, Kejaksaan juga I:u:rp::ran.luin dalam idang hubum perdata dan tata usaba
negara, vaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata
usaha negara.

Jaksa diber wewenang untuk bertindak sebagam penuntul wmuam sarla
melaksanaksan puiusan penpadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang,
Ditinjau dari sisi tugas dan wewenang pada hakekamya Kejaksaan melaksanakan fungsi
vudikatil yang merupakan pelaksangan kekuasaan badan Kehabaman. Scielah ada
perubahan Undang — undang Kejaksaan vam Undang-undang Momaor 5 Tahun 1991
tentang Kejaksasn Republik Indonesia menjadi Undang-undang Nomaor 16 Tabun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut maka kedudukan dan peran Kejaksaan
sebapai lembaga pemerintaban yang melaksangkan kekuasan negara di bidang

penuntutan, vang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun harus i mantapkan. Di



dalam Pasal 2 ayvat (1), Undang-undang Momor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia menyvatakan bahwa Kejaksaan -

“lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan nepgara dibudang penuntutan scris
kewenangan lain berdasarkan Undang-undang  “ Sedangkan  jaksa adalah pejabat
fungsional vang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebaga penuntul
wmum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
serta wewenang lam berdasarkan Undang -undang { Pasal 1 angka | !

Letmbaga Kejaksaan tersebut sebagai salah satu lembaga penepak hukum di
tuntut emtuk lebih berperan dalam menegakan suplemasi hukum, perlindungan hukum,
penegakan hak asast manusia. Dalam melaksanakan fungsi, teas, dan wewenangnya
Kujuksaan Republik Indomesia sebapai lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum,
keteriban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-
norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wapb menggali nila-mila Lemanusiaan,
hikum dan keadilan vang hidup dalam masvarakat© Salah satu wmpas jaksa adalah
melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan vang memperoleh kekuatan
hubkum tetap atau lebih di kenal denpan fungsi eksebutor dalam putesan pengadilan,
Khususnya putusan mengenal pidana tambahan, Sehingga karenanya dalam tinghatan
manapun jakss tidak melepaskan dir dan pandangan masyarakat,

Pidana tambahan itu tidak dapat di jatuhkan secara tersendiri melainkan
harus dijatuhkan bersama - sama dengan pudana pokok, juga telah dyelaskan babwa
menuni sistem pemidanaan, penjatuhan dar pidana tambahan Gty sifamya adalah
fakulatif. dalam arti bahwa hakim itn tidak selaly menjatubkan suat pidana tambaban

bagi setiap terdakwa vang i adili, melainkan terserah pada pertimbangan apakah

disamping menjatubikan pidana pokok, 12 juga telah bermasud untuk menjatuhkan suatu

! Abdurcahman Iswano, Reformas: Kejaksn: Catnton Terlupikon, we: goggle com.di ke bzl &
Mare ]]ari ks Pakeed 20017 wib
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BAR VI
PENUTLFP
A, Kesimpulan
Drari uratan yang telah dikemukakan diatas maka dapal diaminl kesimpulan

1. Bentuk penjatuban pidasa tambahan oleh hakim di Peneaditan Meogen Padang,
dalam prakteknya hakim lebih cendrung pemjatuhan pidana tambahannva adalah
persammpasan barang tertentu dimang sebelumaya telah disita umuk dgadikan
bukt:, Mengenai pencabutan hak-hak dan pengumuman putusan hakim, dalam
prakieknya di Pengadilan Negeri Padang belum pemah ada ditemm penjatuban
pidana oleh hakim ferbadap perkara tindak pidana vang perpatubon pedana

berupa pencabutan hak-hak dan pengumuman putusan bakm,

2, Perampasan barang-barang/ pcn]f'i!aau barang-barang tertentu, pada prinsipnya
hanva dapat dilakukan oleh penvidik dengan surat vin Ketua Pengadilan Mepers
setempat, akan tetapi dalam keadaan vang sangat perlu dan mendesak pula
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkn untuk menempatkean surat
izin terlebih dahuly maka penyidik dapat melakukan penyvelidikan hanya atas
henda bergerak dan wagibh melaporkan kepada Ketua penpgadilan negen selempal
guna memperaleh persetujuan. Dalam bal i yang dapat dikenakan penyitaan
atay perampasan barang adalah barang atan benda vang digunakan sebaga alal
melakukan kejehatan, barang atau benda yanp diperoleh atas hasil dan kejahatan,
barng atau benda-benda Tan vang tidak secara langsung memponya Tnbungan
dengan tindak pidana, tetapl mempunyar alasan kuat unmk bahan pembuktian
seperti sidik jari tersangka, barang atan benda vang khusus/dibwat dipunakan

melakukan tindak pidana, barang atan benda vang  dipergunakan untuk
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